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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

 Perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) merupakan bagian 

integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan 

perencanaan pembangunan jangka panjang, terdiri atas formulasi kebijakan 

anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran 

(budget operation planning). 

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi 

kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam operasional anggaran. Formulasi 

kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan 

operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya.  

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses 

penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan 

dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan 

bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.  Seluruh 

aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan 

pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 

Tahap ke-4, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2016 – 2021 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2021. Agenda pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan satu 

kesatuan langkah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.  Karena itu, 

sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar 

untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di 

daerah.  Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dituangkan 

dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang sudah 
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ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor    Tahun 2021. Dalam 

dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama 

periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, 

Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat, swasta serta 

sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah 

ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarannya. 

Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan 

dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD, yang merupakan implementasi dari 

Perubahan RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Tahun Anggaran 

2021 Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Untuk  menjamin  konsistensi  Perubahan Kebijakan Umum APBD  serta 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus 

menyampaikan perubahan  tersebut  kepada  DPRD untuk selanjutnya hasil  

pembahasan terhadap dokumen tersebut  disepakati bersama  antara  Kepala  

Daerah dengan  DPRD  pada  waktu  yang bersamaan, sehingga  keterpaduan 

substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam  proses penyusunan  

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun  

Anggaran  2021 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, kebijakan keuangan 

daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengacu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2021, 

tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor 

perekonomian dan keuangan. Sebagai upaya penanganan Covid-19 perlu dilakukan 

langkah-langkah yang cepat dan tepat terutama dalam kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah dengan memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak 

penularan COVID-19. 



 

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 3 

 

PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT 

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 adalah untuk 

menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas perubahan 

kebijakan pembangunan Tahun 2021. Perubahan kebijakan pembangunan tersebut 

meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD 

2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan Daerah 

yang menjadi dasar dalam penyusunannya. 

 

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan 

Umum APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 meliputi : 

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, 

dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 

7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3962); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  

Perundang-undangan; 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

jangka Panjang (RPJP) Nasional; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 



 

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 4 

 

PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  

tentang Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jtangka Panjang 
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran 

Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

27. Peraturan Menteri Negeri Dalam Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer 

Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);  

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 

rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

825); 

31. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021. 
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